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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kompleksitas pembuktian
keterlibatan seseorang dalam jaringan narkotika. Penemuan narkotika dalam
penguasaan tersangka belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa tersangka
merupakan bagian dari jaringan, sebab hukum membedakan peran pengguna,
pemilik, pembeli, kurir, perantara, dan pihak yang menyerahkan narkotika.
Penelitian memusatkan perhatian pada perkara Mhd. Roni di Polres Batu Bara yang
menguasai satu plastik klip diduga berisi sabu, menerangkan memperoleh barang
dari [jal, dan menyatakan barang akan diserahkan kepada sescorang yang sering
ditemui di pelabuhan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terhadap
keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika, mengkaji
pembuktian yang dilakukan penyidik Polres Batu Bara, serta mengidentifikasi
kendala yang dihadapi dalam membuktikan hubungan antarpelaku. Analisis
diarahkan pada pembedaan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127, Pasal 132 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 609 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, serta kedudukan barang bukti, keterangan, hasil laboratorium, dan bukti
elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data primer diperoleh dari
Berita Acara Pemeriksaan Mhd. Roni serta wawancara semi-terstruktur dengan
IPDA Zunaedy F. Purba, S.H. selaku penyidik dan AIPDA Martin Sidabutar selaku
penyidik pembantu pada 15 Juni 2026. Data sekunder berasal dari peraturan
perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh data
dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan unsur delik, alat bukti,
kronologi, dan kontribusi individual tersangka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam jaringan harus
dibuktikan melalui tindakan konkret, pengetahuan, tujuan penguasaan, dan
hubungan pelaku dengan perpindahan narkotika. Pembuktian terhadap Mhd. Roni
dilakukan melalui barang bukti sabu, telepon genggam, keterangan petugas, hasil
laboratorium, keterangan tersangka, serta pengembangan terhadap ljal, Saroh,
Epan, dan pihak pemesan. Kendala utamanya meliputi identitas pihak yang tidak
lengkap, jaringan tertutup, keterbatasan bukti digital, ambiguitas peran, saksi yang
sulit ditemukan, dan ketidaksesuaian tanggal antara penangkapan dengan perolehan
barang. Karena itu, diperlukan pemeriksaan tambahan, koreksi dokumen secara
resmi, forensik digital yang sah, gelar perkara, dan pemetaan unsur berdasarkan
bukti.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Jaringan Narkotika, Pembuktian,
Penyidikan, Perantara.
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ABSTRACT

This study is based on the complexity of proving a person's involvement in a
narcotics network. The discovery of narcotics in a suspect's possession does not
automatically prove that the suspect is part of a network because the law
distinguishes the roles of users, possessors, buyers, couriers, intermediaries, and
persons who deliver narcotics. The study focuses on the case of Mhd. Roni at the
Batu Bara Police Resort, who possessed one plastic clip suspected of containing
methamphetamine, stated that he had obtained the substance from ljal, and claimed
that it was to be delivered to a person he often met at the port.

This study aims to analyze the legal regulation of the involvement of narcotics
offenders in narcotics networks, examine the evidentiary process conducted by
investigators of the Batu Bara Police Resort, and identify the obstacles encountered
in proving relationships among offenders. The analysis focuses on distinguishing
Articles 112, 114, 127, and 132 of Law Number 35 of 2009 and Article 609 of the
Indonesian Criminal Code, as well as on the evidentiary status of physical evidence,
statements, laboratory results, and electronic evidence.

The research uses an empirical juridical method with statutory, conceptual,
and case-study approaches. Primary data were obtained from the Examination
Report of Mhd. Roni and semi-structured interviews with IPDA Zunaedy F. Purba,
S.H., an investigator, and AIPDA Martin Sidabutar, an assistant investigator, on
15 June 2026. Secondary data were obtained from legislation, books, and relevant
legal literature. All data were analyzed qualitatively by linking the elements of the
offense, evidence, chronology, and the suspect's individual contribution.

The results show that involvement in a narcotics network must be proven
through concrete actions, knowledge, the purpose of possession, and the
relationship of the offender to the transfer of narcotics. The evidence concerning
Mhd. Roni consisted of methamphetamine, a mobile phone, statements of police
officers, laboratory results, the suspect's statement, and further investigation
involving Ijal, Saroh, Epan, and the ordering party. The main obstacles included
incomplete identities of related parties, the closed nature of the network, limited
digital evidence, ambiguity of roles, difficulty locating witnesses, and
inconsistencies between the date of arrest and the date the narcotics were obtained.
Therefore, additional examinations, formal correction of documents, lawful digital

_forensics, case conferences, and evidence-based mapping of statutory elements are
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